
BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab 

sebelumnya dan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, 

maka penulis menutup skripsi ini dengan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Operasi kelamin yang dilakukan oleh Siti Maemunah 

dan Sri Wahyuni alias Muhammad Yusril Wahyudi menurut 

hukum Islam dibolehkan karena bersifat tashih atau takmil 

(perbaikan atau penyempurnaan) dan tidak bertujuan untuk 

mengubah ciptaan Allah SWT. Dalam hal kewarisan, maka 

ada perubahan kedudukan yang sebelumnya mendapat 

bagian terkecil dari dua perkiraan karena jenis kelamin masih 

diragukan.   Kemudian berubah menjadi ahli waris yang jelas 

bagiannya yaitu kedudukannya sebagai ahli waris laki-laki 

dan mendapat 2 bagian sesuai dengan ketentuan di dalam al-

Qur’an dan Hadis. 

2. Bagi seseorang yang melakukan operasi penyesuaian 

kelamin ganda dalam KUHPerdata tidak mempengaruhi 

kedudukannya sebagai ahli waris.  Karena pada dasarnya 

dalam sistem kewarisan KUHPerdata tidak melihat jenis 

kelamin, artinya tidak membedakan bagian jenis kelamin 

laki-laki dan perempuan.  Siti Maemunah alias Muhammad 

Prawirodijoyo dan Sri Wahyuni alias Muhammad Yusril 

Wahyudi tetap masuk ke dalam ahli waris golongan I 

(pertama) dan berhak mendapat bagian yang sama dengan 

anak yang lain. 

3. Persamaan antara hukum waris Islam dengan 

KUHPerdata mengenai kewarisan seseorang khuns̱a 

(kelamin ganda) seperti yang dialami oleh Siti Maemunah 

alias Muhammad Prawirodijoyo dan Sri Wahyuni alias 

Muhammad Yusril Wahyudi adalah tetap memberikan 



haknya sebagai ahli waris dan mendapat bagian sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  Sedangkan perbedaannya 

adalah terdapat pada bagian yang diberikan, yaitu dalam 

hukum Islam jika status kelamin belum jelas maka diberikan 

bagian yang terkecil dari dua perkiraan kemudian sisanya 

ditangguhkan. Apabila sudah jelas jenis kelaminnya 

diberikan bagian sesuai dengan jenis kelamin yang 

ditetapkan dengan perbandingan 2 bagian laki-laki dan 1 

bagian perempuan. Sedangkan dalam sistem kewarisan 

KUHPerdata tidak dibedakan bagian antara laki-laki dan 

perempuan. Jadi operasi penyesuaian kelamin yang 

dilakukan oleh Siti Maemunah alias Muhammad 

Prawirodijoyo dan Sri Wahyuni alias Muhammad Yusril 

Wahyudi tidak mempunyai pengaruh dalam kewarisan 

KUHPerdata. Kedudukannya sama dengan sebelum 

melakukan operasi penyesuaian kelamin. 

B. Saran 

Saran yang direkomendasikan sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah, terutama dalam hal ini adalah 

Pengadilan Agama perlu membuat peraturan yang jelas 

terkait khuns̱a, seperti mengenai hak kewarisan dan bagian 

harta pusaka kepada khuns̱a al-musykil serta mengenai 

operasi penyesuaian kelamin  ganda ke dalam perundang-

undangan hukum waris Islam di Indonesia (KHI) sesuai 

dengan mazhab yang telah ditentukan agar tidak terjadi 

kebingungan di dalam masyarakat. 

2. Bagi masyarakat, sudah sepatutnya mengetahui 

keberadaan khuns̱a dan dapat menerima mereka dalam 

kehidupan bersosial dengan tidak mendiskriminasinya. 
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